
 
 
 
 

 

BUPATI TANAH BUMBU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 
NOMOR 16 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH 
BUMBU KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BERSUJUD 

KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TANAIH BUMBU, 

 
Menimbang : a.  bahwa dalam rangka pengembangan dan perluasan 

pelayanan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum 

Bersujud kepada masyarakat perlu dilakukan 

pembangunan jaringan perpipaan baru serta sarana lain 

guna memberikan layanan kepada masyarakat yang berada 

di luar jaringan perpipaan; 

b. bahwa realisasi penyertaan modal Tahun Anggaran 2015 

belum sepenuhnya dibayarkan dan pembangunan jaringan 

pipa distribusi segera dilaksanakan sehingga diperlukan 

tambahan penyertaan modal Pemerintahan Kabupaten 

Tanah Bumbu; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah 

Kabupaten Tanah Bumbu ke Dalam Modal Perusahaan 

Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu 

Tahun Anggaran 2016; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten 

Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 

 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang 

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

4355); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 

Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4377); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lebaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4812)sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan 

Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor5261); 



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 

Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air 

Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 15); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 

Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 26); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

 

dan 
 

BUPATI TANAH BUMBU 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH 

BUMBU KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 
BERSUJUD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 

ANGGARAN 2016. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu. 

6. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan 
daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau penetapan 

cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikansebagai tambahan 
modal BUMD dan/atau modal Pihak Ketiga, dan dikelola secara korporasi. 

7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan baik yang 

berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang. 
8. Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu 

selanjutnya disebut PDAM Bersujud adalah badan usaha yang seluruh 

atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan 



modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang 
dipisahkan. 

 
BAB II 

TUJUAN 

 
Pasal 2 

 
(1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk  mengembangkan 

kapasitas usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada 

masyarakat melalui penambahan jaringan perpipaan. 

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan 

modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan. 
 

BAB III 

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL 
 

Pasal 3 

 
Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan Penambahan 

Penyertaan Modal kepada PDAM Bersujud Tahun Anggaran 2016 sebesar 
Rp.3.050.000.000,00 (tiga milyar lima puluh juta rupiah). 

 

Pasal 4 
 
Penambahan penyertaan modal dapat direalisasikan setelah Perusahaan 

daerah menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan tahunan dan 
laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Independen. 

 
BAB IV 

PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

 
Pasal 5 

 
(1) Penggunaan atas tambahan penyertaan modal terbatas hanya untuk 

belanja modal untuk pengembangan jaringan baru dan penyediaan sarana 

lainnya untuk pelayanan masyarakat dengan memperhatikan skala 
Prioritas. 

(2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tambahan penyertaan modal 

dilakukan PDAM Bersujud secara transparan, akuntabel, dengan tetap 
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 6 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

  



BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 7 

 

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengugundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu. 
 

Ditetapkan di Batulicin 

pada tanggal 4 Juli 2016 

 

BUPATI TANAH BUMBU, 
 

 
 
 

MARDANI H. MAMING 
 

Diundangkan di Batulicin 

pada tanggal 4 Juli 2016 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 
 
 

 
 

SAID AKHMAD 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

TAHUN 2016 NOMOR 16 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (96/2016) 


